KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGER! SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 203 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

a.

bahwa dalam pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang
penelitian dan pengabdian, dirasa perlu menyusun Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan Tahun 2020;

bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan
memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Penelitian dimaksud

bahwa dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran Tahun 2020 untuk
penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh pemerintah dan
realisasi dilaksanakan di tahun 2021

bahwa dikarenakan adanya penerima bantuan BOPTN Tahun 2020 yang meninggal dunia.

bahwa dikarenakan adanya beberapa penerima bantuan BOPTN Tahun 2020 pindah tugas
ke Instansi di Luar UIN SU

bahwa dari hasil kordinasi dan keputusan rapat pimpinan LP2M dengan pimpinan UIN SU
Medan (Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan) pada tanggal 25
Januari 2021 dan 17 Februari 2021.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c.d,e dan f perlu
menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksana Peneliian BOPTN Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat Universitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Tahun 2020 dengan dana DIPA UIN SU Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan lmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336); :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5007);
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 55 Tahun 2014 tentang Peneliian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada
Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar
1952);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Akreditasi Jurnal limiah (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2018 Nomor 428);
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan
Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingg
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer
dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya
Keluaran (Berita Negara Repubiik indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018Tentang
Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk
Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi limiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara
Medan

Keputusan Menteri Agama Rl Nomor : 032402/B.1I/3/2020 Tahun 2020 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TENTANG PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020
DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

Menetapkan Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 Dengan Dana DIPA Tahun 2021
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Tembusan;

Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang
Pelaksana Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2020, pada tanggal 24 Januari Nomor
35 Tahun 2020 tidak beriakuy.

Kepada mereka yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga), bertugas sebagaimana tersebut
pada kolom 4 (empat), diberikan bantuan dana sebesar tersebut pada kolom 5 (lima)
lampiran | s.d. [X keputusan ini.

Penelitian BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan Tahun 2020 dengan Dana DIPA UIN Tahun 2021 ini dilaksanakan
selama 6 (enam) bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021.

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Medan Tahun 2021 sebesar Rp.

3.448.223.000 (Tiga Miiar Empat Ratus Empat puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh
Tiga Ribu)

Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan

1 De<Sya n Harahap, MA
NG8408161983031007

R

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R di Jakarta;

2
3. KPPN Medan II;
4,

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: 203 TAHUN 2021

. 23 Februari 2021

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO JUDUL PENELITIAN NAMA PENELITI/ JABATAN KLUSTER DANA

1 |Anaslisis Sosiologis Perubahan Pola Azhari Akmal Tarigan (KETUA) Penelitian Terapan Rp  75.000.000 |
Pembagian Warisan sebagai Modal Usaha Jufri Nakdo (ANGGOTA) Kajian Strategis I
pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Nasional |
Padang :

2 |Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani di Hendra Harmain (KETUA) Penelitian Terapan Rp 75.000.000 |
Indonesia Menurut Pola Pendapatan dan Fauzi Arif Lubis (ANGGOTA) Kajian Strategis
Pengeluaran Menggunakan Parameter NTPRP |Aqwa Naser Daulay (ANGGOTA) Nasional

3 [Model Integrasi Keilmuan dalam Abd. Mukti (KETUA) Penelitian Terapan Rp  75.000.000
Pengembangan Kurikulum pada PTAIN Syaukani (ANGGOTA) Kajian Strateqgis
Setelah Beralih Menjadi UIN Nasional

4 |Sinergitas Peran MUl dan Masjid dalam Dr. Syafruddin Syam, MA (KETUA)  |Penelitian Terapan Rp  75.000.000
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Cahaya Permata (ANGGOTA) Kajian Strategis
(Analisis Terhadap Pengembangan Usaha Nasional
Mikro dan Kecil di Indonesia)

$ |Salafisme di Indonesia: ldeologi Pendidikan di |Hasnah Nasution(KETUA) Peneiitian Terapan Rp  75.000.000
Lembaga Pendidikan Islam Trans-nasional Dr. Nurhayati, MAg(ANGGOTA) Kajian Strategis

Ziaulhag (ANGGOTA) Nasional

6 |Manajemen Kegiatan Penguatan Pendidikan  [Dr. Neliwati, M.Pd (KETUA) Penelitian Terapan Rp  75.000.000
{Karakter Bagi Mahasiswa pada Perguruan DR. Adifiah, 8.Ag.. MPd {Kajian Strategis
Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia  [(ANGGOTA) Nasional
(Studi pada PTKIN di Jawa dan Sumatera) Zaini Dahlan (ANGGOTA)
|

7 |Pengembangan Model Pembelajaran Or. Haidir, M.Pd (KETUA) Penelitian Terapan Rp  75.000.000
Pendidikan Agama.lslam pada Madrasahdi  {Dr. Salim, MPd (ANGGOTA) Kajian Strategis !
Daerah islam Minorttas LNas ienal i
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.Syahrin Harahap, MA
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR
TANGGAL

1 203 TAHUN 2021
. 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO JUDUL PENELITIAN NAMA PENELITY JABATAN KLUSTER DANA
1 |Pola Pembagian Harta Bersama di Indonesia |SUKIATI (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
(Sebuah Upaya Untuk Pembuatan Aplikasi Drs. H. Milhan, MA (ANGGOTA) Pengembangan
Pembagian Harta Bersama) Nasional
2 |Koniribusi Kearifan Lokal dalam Mewujudkan |Syahrin Harahap (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
Moderasi Beragama di Indonesia Salahuddin Harahap (ANGGOTA) Pengembangan
sorimonang (ANGGOTA) Nasional
3 |{Peran Bisnis Souvenir dalam Meningkatkan ~ |ANDRI| SOEMITRA (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
Perekonomian Daerah di Indonesia Kusmilawaty (ANGGQTA) Pengembangan
Tri Inda Fadhila Rahma (ANGGOTA) |Nasional
4 |Menjadi Minoritas di Negara Demokratis: Dra. Hj. Dahlia Lubis, MAg., Ph.D. |Penelitian Terapan 125.000.000
Respons Islam Terhadap Penghayat (KETUA) Pengembangan
Kepercayaan di Indonesia Harun Al Rasyid (ANGGOTA) Nasional
5 |[Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak di  |Drs. Rustam, MA. (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
Daerah Rawan Bencana (Analisis Situasidi  [Akmaluddin Syahputra (ANGGOTA) |Pengembangan
Tanah Karo, Singkil, Sidoarjo dan Jogjakarta) Nasional
6 |Analisis Peluang Penggunaan dana Wakaf Saparuddin siregar (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
Sebagai Sumber Modal Bank Syariah M. Ridwan (ANGGOTA) Pengembangan
Nasional
7 |Perkembangan Literatur Keislaman Mazhab  [Mhd. Syahnan (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
Syiah dan Wahabi di Indonesia Drs. Abd. Mukhsin, M Soc Sc. Pengembangan
(ANGGOTA) Nasional
8 |Moderasi Beragama di Indonesia : Studi Pola  |Prof. Dr. H. Pagar, Hsb, M.Ag Penelitian Terapan 125.000.000
implementasi Majelis Ulama indonesia (MU))  [(KETUA) Pengembangan
Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA Nasional
(ANGGOTA)
8 |Moderasi Beragama di Indonesia dalam Dr. Muhammad Syukri Albani Penelitian Terapan 125.000.000
Menyikapi Pilkada Serentak 2020 : Perspekiif [Nasution, MA (KETUA) {Pengembangan
Warga Nahdliyin Ali Akbar, M. Ag(ANGGOTA) Nasional
10 |Pengaruh Jam Berdagang, Jenis Dagangan  |Dr. Nurlaila, SE. MA (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
dan Lokasi Berdagang Terhadap Nurbaiti, M. Kom (ANGGOTA) Pengembangan
Pendapatan Pedagang Tradisional di Muhammad Lathief fhamy Nasution |Nasional
Indonesia. (ANGGOTA)
11 |Wisata Halal Danau Toba dalam Pandangan |Drs. Purbatua Manurung, M.Pd Penelitian Terapan 125.000.000
Tokoh Masyarakat Batak Toba di Indonesia (KETUA) Pengembangan
Kamalia.M.Hum (Anggota) Nasional
12 |Evaiuasi Model Latihan Kepemimpinan Guru  |Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd (KETUA) [Penelitian Terapan 125.000.000
Berbasis Kompetensi Dari Alquran pada ramadan lubis (ANGGOTA) Pengembangan
Madrasah Al-tiihadiyah di Sumatera Utara Nasional
13 |Peran Politik Ulama pada Pilkada Serentak Prof. Dr. H. Syukur Kholil, MA. Penelitian Terapan 125.000.000
2020 (Studi Terhadap Pemenangan Kandidat) [(KETUA) Pengembangan
Sulidar (ANGGOTA) Nasional
14 |Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan |lsnaini Harahap (KETUA) Penelitian Terapan 125.000.000
Pengembangan UMKM: Analisa dengan CHUZAIMAH BATUBARA Pengembangan
Menggunakan Teori Creative Destruction (ANGGOTA) Nasional

CTNIEC 16'108161933031007




LAMPIRAN Il KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR
TANGGAL

: 203 TAHUN 2021
: 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO

JUDUL PENELITIAN NAMA PENELITV JABATAN KLUSTER DANA
1 |Peran Perperpustakaan Perguruan Tinggi Muhammad Dalimunte (KETUA) Penelitian Rp  50.000.000
dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Bagi  |Drs. Kasron Nst (ANGGOTA) Pengembangan
Mgahasiswa dan Dosen (studi Kasus Pendidikan Tinggi
Perpustakaan Perguruan Tinggi di Sumatera
Utara)
2 |Pengelolaan Jurnal imiah Perguruan Tinggi  |Prof. Dr. Hasan Asari. MA (KETUA) |Penelitian Rp  50.000.000
Keagamaan Islam Negeri Se-Sumatera Utara [Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag Pengembangan
(ANGGOTA) Pendidikan Tinggi
Dr. Hafsah, MA (ANGGOTA)
3 |Analisis Kebutuhan Pengembangan Model |Muhammad Nuh (KETUA) Penelitian Rp  50.000.000
Perkuliahan Berbasis Blended Leaming Untuk [Muhammad lkhsan (ANGGOTA) Pengembangan
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Pendidikan Tinggi
Tinggi pada Mata Kuliah Fisika Dasar
4 |Kebijakan Pendidikan Ramah Bertangan Kidal {Dr.Mardianto,M.Pd (KETUA) Penelitian Rp  50.000.000
di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Makmur Syukri (ANGGOTA) Pengembangan
Medan [RWAN S, MA (ANGGOTA) Pendidikan Tinggi

"Syahfin Harahap, MA

§P2196108161983031007




LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR
TANGGAL

: 203 TAHUN 2021
. 23 Februari 2021

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO JUDUL PENELITIAN NAMA PENELITI/ JABATAN KLUSTER DANA

1 |Ekologi Keluarga Jawa: Pemetaan Terhadap |lsmet Sari, MAg (KETUA) Penelitian Dasar Rp  40.000.000
Kualitas Keberfungsian Keluarga Muslim pada |endang ekowati (ANGGOTA) interdisipliner
Masyarakat Karyawan Perkebunan di
Kabupaten Asahan

2 |Intensitas Pencahayaan Terhadap Keluhan  |Dr. Tri Niswati Utami, S.Pd., MKes |Penelitian Dasar Rp  40.000.000
Subjektif Petugas dan Pengunjung (KETUA) Interdisipliner
Perpustakaan Triana Santi (ANGGOTA)

DRA. RETNO SAYEKTI, MLIS.
(ANGGOTA)

3 |Pengaruh Gender dalam Akses Pemanfaatan |Meutia Nanda SKM, MKes (KETUA) |Penelitian Dasar Rp  40.000.000
Kontrasepsi Wanita Usia Subur di Kawasan  |Nurliana Damanik, M. Ag interdisipliner
Kumuh Pesisir Kota Medan : Analisis Spasial |[(ANGGOTA)
Muftilevel

4 |Pengaruh Group-based Parenting Support Nurussakinah Daulay (KETUA) Penelitian Dasar Rp  40.000.000
dengan Metode Psikoedukasi Terhadap Dr. Nefi Darmayanti, M.Si Interdisipliner
Kesejahteraan Subjektif Orang Tua yang {ANGGOTA)
Memiliki Anak dengan Gangguan Spetrum
Autis

54 Media Pembelajaran Tematik {RORARIZKY WANDINI(KETUA)  |Penelitian Desar Rp  40.000.000
Tema-1 Indahnya Kebersamaan Sub Tema -1 [NIRWANA ANAS (ANGGOTA) Interdisipliner
Keberagaman Budaya Bangsaku Berbasis Emeliya Sukma Dara Damanik,
Komik Berseri Terhadap Minat Baca Siswa MHum (ANGGOTA)
Kelas IV di MIN Kota Medan




LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: 203 TAHUN 2021
: 23 Februari 2021

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO

JUDUL PENELITIAN

NAMA PENELITI/ JABATAN KLUSTER DANA
1 |Pelatihan Pemanfaatan Enceng Gondok Kartika Manalu (KETUA) Pengabdian kepada |Rp  75.000.000
Menjadi Pupuk Kompos Bagi Masyarakat Desa|RASYIDAH (ANGGOTA) Masyarakat Berbasis
Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Program Studi
Langkat
2 |Pelatihan Pembuatan Sistern Pengatur LKA ZUFRIA (KETUA) Pengabdian kepada |Rp  75.000.000
Ketingggian dan Kekeruhan Air Kolam SRIANI (ANGGOTA) Masyarakat Berbasis
Berbasis Mikrokontroler Bagi Peternak lkan Rakhmat Kurniawan.R (ANGGOTA) [Program Studi

Gurame di Desa Jatisari Kecamatan Lubuk
Pakam




LAMPIRAN VI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR
TANGGAL

: 203 TAHUN 2021
: 23 Februari 2021
TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO

JUDUL PENELITIAN

NAMA PENELITY JABATAN KLUSTER DANA
1 |Pengantar Akuntansi Arnida Wahyuni Lubis (KETUA) Penerbitan Buku Ajar | P 42.557.750
2 |Aljabar Linier Dasar dan Penerapan Matlab  |Ismail Husein (KETUA) Penerbitan Buku Ajar | RP 45:557.750
Rp  45557.750
3 |Hukum Perdata Islam di indonesia Ibnu Radwan Siddik Turnip (KETUA) |Penerbitan Buku Ajar
4 |Matematika Diskrit 45,557,750

Rina Filia Sari (KETUA)

Penerbitan Buku Ajar Ly

~ ‘(E IAN‘\\
S5

NIP~196108161983031007

0 Mn‘n Harahap, MA




LAMPIRAN VIl KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 203 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Februari 2021
TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

JUDUL PENELITIAN NAMA PENELITY JABATAN KLUSTER DANA

Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Muhammad Syahbudi (KETUA) Penulisan dan Rp  45.496.000
Menuju Go Global (sebuah Riset Peran dengan Penerbitan Buku
Penta Helix). Berbasis Riset dan

E-Book
Optimalisasi Kecerdasan Majemuk Anak Usia [MASGANTI SIT (KETUA) Penulisan dan Rp 45.496.000
Dini dengan Permainan Tradisional Penerbitan Buku

Berbasis Riset dan

E-Book

!"4]'5%\{\ r,)
\m&ﬂh’ﬁn Harahap, MA

NIP. 196108161983031007



LAMPIRAN VIIl KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 203 TAHUN 2021
: 23 Februari 2021

PELAKSANA PENELITIAN BOPTN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2020 DENGAN DANA DIPA TAHUN 2021

NO

JUDUL PENELITIAN NAMA PENELITI/ JABATAN KLUSTER DANA
1 |Efektivitas Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis  |Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag. MA.  |Penelitian Dasar Rp  25.000.000
Teori Konstruktivisme di Universitas Islam (KETUA) Pengembangan
Negeri Sumatera Utara Medan Akmal Walad Ahkas (ANGGOTA) Program Studi
2 |Penerapan Undang-Undang Pembuktian Fauziah Lubis, SH, M.Hum (Ketua) |Penelitian Dasar Rp  25.000.000
Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Ali Akbar (Anggota) Pengembangan
Program Studi
3 |Keharmonisan Pasangan Perkawinan Usia Imam Yazid (Ketua) Penelitian Dasar Rp  25.000.000
Dini Di Kota Medan (Studi Empires Terhadap |[M. Amar Adly (Anggota) Pengembangan
Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Program Studi
medan Tahun 2010-2012)
4 |Pengembangan Kurikulum dan Uji Publik rMailin (Ketua) Penelitian Dasar Rp  25.000.000
Program Doktoral Dan Magister Program Studi|Zunidar (Anggota) Pengembangan
Komunikasi Penyiaran Islam UIN SU Medan Program Studi
5 |Peran Perbankan Syariah dan Konvensional |Yusrizal (Ketua) Penelitian Dasar Rp  25.000.000
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ABSTRAKSI

This study aims to analyze the opportunities for using waqf funds as a source
of fulfilling Islamic bank capital. This research was inspired by the problem
of difficulties in fulfilling capital deposits by Islamic banking in Indonesia.
This study begins with a literature review on the shariah basis of the
permissibility of cash waqgf through the opinions of the scholars.
Furthermore, content analysis is carried out on regulations related to waqf
fund investment in Islamic banking, including regulations issued by Bank
Indonesia, the Financial Services Authority, and the Indonesian Wagqf Board.
To explore the problems faced by the nazhir in the management of cash waqf,
the researchers conducted systematic observations and studied the cash waqf
nazhir in several selected cities. The analysis was carried out on several main
themes regarding the permissibility of wagf funds as capital for Islamic
banks, which were later confirmed through Focus Group Discussions with
experts. The results of this study indicate that in terms of sharia and
applicable regulations, it is very certain for nazhir wagf to reserve waqf funds
in the form of share ownership in Islamic banks. This study recommends that
the Islamic banking supervisory authority regulate explicitly about Islamic
bank shares sourced from wagf funds. This research contributes to providing
a way for alternative sources of Islamic bank capital in Indonesia and other
countries.

Keywords: Ownership, Shares, Islamic Bank, Cash Wagf.



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis peluang penggunaan dana wakaf
sebagai sumber pemenuhan modal bank syariah. Penelitian ini terinspirasi
atas permasalahan kesulitan pemenuhan setoran modal oleh perbankan
syariah di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan kajian literatur tentang
landasan syariah kebolehan wakaf uang melalui pendapat para ulama.
Selanjutnya dilakukan analisis konten terhadap peraturan-peraturan yang
terkait dengan investasi dana wakaf di perbankan syariah, meliputi peraturan
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan
Wakaf Indonesia. Untuk mendalami permasalahan yang dihadapi para nazhir
dalam pengelolaan wakaf uang, peneliti melakukan observasi sistemik serta
wawancara mendalam kepada para nazhir wakaf uang yang berada di
beberapa kota terpilih. Analisis dilakukan terhadap beberapa tema pokok
menyangkut kebolehan dana wakaf sebagai modal bank syariah, yang
kemudian dikonfirmasi melalui Focus Group Discussion dengan para ahli.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi syariah maupun peraturan
yang berlaku, sangat direkomendasikan kepada nazhir wakaf untuk
menginvestasikan dana wakaf dalam bentuk kepemilikan saham di Bank
Syariah. Penelitian ini merekomendasikan agar otoritas pengawas perbankan
syariah mengatur secara eksplisit tentang saham bank syariah yang bersumber
dari dana wakaf. Penelitian ini berkontribusi memberi jalan keluar bagi
alternative sumber modal bank syariah di Indonesia maupun di negeri
lainnya.

Kata Kunci: Kepemilikan, Saham, Bank Islam, Wakaf Uang
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia berada pada keadaan yang kurang
modal. Dari dua belas bank syariah, hanya dua bank yang sudah memenuhi
modal 3 triluin, yaitu bank BSI dan Bank Panin Dubai Syariah. Laporan
keuangan Bank BSI posisi 31 Maret 2021 menyajikan jumlah ekuitas
(modal) sebesar Rp 22,49 ekutis triliun. Jumlah modal ini tentunya berasal
dari merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah.
Bank Panin Dubai Syariah telah memenuhi modal minimal sebesar Rp 3,10
Triliun. Terdapat empat Bank Syariah yang modal disetornya masih dibawah
Rp 1 Triliun. Modal yang tidak memadai seperti ini akan menyulitkan bagi
bank syariah untuk tumbuh berkembang.

Bisnis perbankan adalah bisnis yang terus menerus menuntut
peningkatan modal seiring dengan peningkatan aset perbankan itu sendiri.
Penambahan modal diperlukan untuk menyangga (buffer) risiko kegiatan
usaha yang senantiasa meningkat pula seiring dengan peningkatan aset bank
(Bunyaminu, 2021). OJK menetapkan ukuran rasio kecukupan modal
(Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 12% dari Aktiva Tertimbang
Menurut Risiko, sebagai ratio minimal. Selain itu otoritas juga menetapkan
jumlah nominal modal minimal yang harus tersedia pada saat bank beroperasi

pertama kalinya.



Untuk meningkatkan modal Bank memiliki 3 sumber, yaitu:

(1) pertama dari setoran tambahan modal dari pemegang saham
termasuk penjualan saham melalui pasar modal,

(2) kedua, dari pemupukan laba (laba ditahan); dan,

(3) ketiga: melalui merger.

Penambahan modal dari tiga cara diatas, masing-masing memiliki
prasyarat, yaitu bank haruslah mempu menghasilkan laba. Bank dapat
menjanjikan peningkatan keuntungan dan bank mampu memupuk laba. Laba
tidak dapat dipupuk kalau bank dalaa keadaan merugi. Bahkan modal yang
ada akan tergerus oleh kerugian. Untuk melakukan merger juga sering
terkendala dengan penilaian kembali aset bersih masing-masing bank yang di
merger (Yusuf & Raimi, 2019), yang mungkin dirasa akan merugikan. Belum
lagi dampak psikologis menyatukan budaya perusahaan, dimana budaya

sebelumnya telah mengakar di masing-masing bank .

Salah satu sumber dana alternative yang diajukan melalui penelitian
ini adalah penambahan modal bagi bank syariah melalui penghimpunan dana
wakaf uang. Terkait wakaf, para akademisi (Medias, 2017; Mohammad,
2013; Mohammad Tahir Sabit, 2011) telah banyak menuliskan gagasan
tentang pendirian bank wakaf sebagai bank yang dibentuk dari dana wakaf.
Gagasan ini sangat baik, akan tetapi menimbulkan bank baru dengan nama
bank wakaf memerlukan waktu yang panjang untuk merealisasikannya. Perlu
perubahan undang-undang, yang menambah jenis bank wakaf disamping

jenis bank yang sudah ada.



Penelitian ini akan mengusulkan gagasan menjadikan wakaf sebagai
salah satu sumber modal bank syariah tanpa harus melalui perubahan undang-
undang. Dengan konsep ini Bank Syariah berbasis wakaf segera dapat
diimplementasikan. Konsep ini sesuai dengan pidato presiden Jokowi pada
peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah di
Istana Negara pada Senin 25 Januari 2021. Pada peresmian itu Presiden
Jokowi menyampaikan komitmen, bahwa pemerintah akan mengembangkan
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan sistem wakaf untuk
memberdayakan masyarakat (BPMI Setpres, 2021).

Terdapat perbedaan pandangan ulama-ulama klasik tentang
kebolehan wakaf uang(Mauluddin & Rahman, 2018). Ulama dari kalangan
Hanafiyah, secara masyhur membolehkan wakaf dalam bentuk uang.
Sebagian dari kalangan ulama syafi’iyah, Hambaliyah dan Malikiyah
membolehkan wakaf uang. Sebaliknya telah masyhur pula di kalangan ulama
Syafi’iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah menolak kebolehan wakaf uang.
Sebagian dari kalangan ulama Hanafiyah juga menolak. Akan tetapi ulama
kontemporer telah sepakat tentang kebolehan wakaf uang.

Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa pada tanggal 11
Mei 2002 tentang kebolehan Wakaf Uang. Dalam lingkup ulama negara-
negara yang tergabung pada organisasi Kerjasama Islam (OKIl), melalui
Konferensi ulama ke-15, Majma’ Al-Figh Al-Islami, di Mascot, Oman, pada
tanggal 14-19 Muharram 1425 H/6-11 Maret 2004 telah pula memfatwakan
kebolehan wakaf uang. Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf



yang diberlakukan sejak Oktober 2004, adalah undang-undang yang
ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memperluas pengaturan wakaf

meliputi pengaturan wakaf uang.

Dana wakaf uang saat ini telah masuk ke Lembaga Keuangan Syariah
yang terdaftara sebagai Pemegang Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf ini
dicatat pada LKS-PWU sebagai simpanan, bukan sebagai saham. Skim
penyimpanan wakaf uang di Lembaga Keuangan Syariah Pemegang Wakaf
Uang (LKS-PWU) sebagaimana diatur pada undang-undang wakaf, adalah
pengaturan yang sangat strategis. Sangat strategis, karena memberi peluang
bagi bank syariah untuk memperoleh sumber dana jangka panjang untuk
dapat diproduktifkan melalui berbagai berbagai skim pembiayaan. Nazhir
wakaf juga mendapat manfaat, yaitu mendapatkan LKS-PWU sebagai saluran
investasi yang aman dan dipercaya. Aman, karena nilai pokok dana wakaf
akan terpelihara sebagai rekening simpanan di LKS-PWU. Terdapat pula

jaminan dari LPS sampai dengan jumlah Rp 2 milyar.

Sapai dengan akhir tahun 2020, menteri agama telah menetapkan
sebanyak 22 Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menerima wakaf uang,
diantaranya : BNI Syariah, Bank BMI, Bank DKI, Bank BSM, Bank Mega
syariah, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah dan termasuk beberapa
bank Pembangunan Daerah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memprediksi
potensi wakaf di Indonesia sebesar Rp 180 triliun pertahun, namun pada bulan
Juni 2021 baru mencapai Rp 819,36 Milyar. Sampai dengan selesainya
penelitian ini pada bulan September 2021, belum ditemukan data terpublikasi

oleh masing-masing bank LKS-PWU tentang jumlah wakaf uang yang telah



dihimpun. Ini menunjukkan masih lemahnya transfaransi pengelolaan wakaf
di Indonesia. Seyogianya dengan tersedianya informasi penghimpunan dana
wakaf secara nasional, akan mampu menggugah umat Islam untuk berwakaf.

Bank syariah selaku LKS-PWU sangat diuntungkan dengan
penempatan dana wakaf uang di bank masing-masing. Bank syariah sangat
diuntungkan karena sebagai dana wakaf pada umumnya disimpan di bank
syariah dengan status sebagai simpanan untuk waktu tidak terbatas.
Sebagaimana diketahui terdapat kebolehan wakaf uang diwakafkan untuk
waktu yang terbatas maupun untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Wakaf
untuk jangka waktu yang tidak terbatas telah mengalihkan kepemilikan dari
wakif untuk dikelola oleh nazhir. Dana wakaf uang di LKS-PWU akan
menjadi dana yang akan terus berakumulasi sebagai dana pihak ketiga jangka
panjang. Sebagai dana jangka panjang, maka likuiditas jangka panjang bank
syariah menjadi sangat baik dan akan memungkinkan pula bagi bank syariah
menyalurkan pembiayaan dalam jangka panjang, baik untuk keperluan
konsumtif membiayai pembiayaan perumahan, atau disalurkan pada investasi

nasabah yang memerlukan pengembalian jangka panjang.

Bank Syariah menyalurkan dana Nazhir Wakaf dalam bentuk
pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ljarah termasuk agad
Qardh. Pinjaman dengan akad Qardh selama ini sangat jarang digunakan bank
syariah, karena memang tidak tersedia dana sosial untuk disalurkan sebagai
dana Qardh. Sinergi antara Nazhir wakaf dan Bank Syariah ini, tentu sangat
positif untuk dapat mendukung penghimpunan dana bagi bank syariah, yang
memberi efek eningkatan apenyaluran pembiayaan dan pinjaman gardh yang

akan mensejahterakan umat Islam.



Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan
Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf telah mengatur fleksibilitas yang
tinggi terhadap pengelolaan wakaf uang. Pengaturan penting mengenai wakaf
uang yaitu:
1) pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat;
2) Bangunan atau barang yang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat
dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya
sebagai Wakaf Uang;

3) Pengelolaan Wakaf Uang harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah
diberlakukan sejak Oktober 2004. Meskipun undang-undang ini telah berusia
lebih kurang 17 tahun, namun hasil pencapaian wakaf setelah keberadaan
undang-undang ini masih jauh dari harapan. Salah satu sebabnya adalah
bahwa undang-undang belum tersosialisai dengan baik (Hasanah, 2017).
Salah satu yang dinantikan dari Undang-undang ini adalah pertumbuhan
wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang menjadi salah satu terobosan penting
dari undang-undang wakaf, dimana sebelumnya hanya diatur wakaf-wakaf
benda tidak bergerak. Wakaf uang sangat strategis, karena daya jangkaunya
yang luas. seseorang bisa berwakaf walaupun dengan satuan yang kecil
(Medias, 2016). Dengan menggalakkan literasi wakaf diharapkan terjadi
peningkatan yang signifikan terhadap wakaf uang, yang tentunya dapat

digunakan sebagainya untuk investasi modal di bank syariah.



Para pegiat ekonomi syariah telah memulai mencoba merumuskan
pendirian Bank wakaf (Havita, 2013). (Medias, 2017). Akan tetapi rumusan
para peneliti terdahulu menyangkut sistem operasional bank wakaf melalui
aktifitas komersial maupun sosial. (Mohammad Tahir Sabit 2011) dan
(Mohammad, 2015) melakukan studi empiris Bank Wakaf dari perspektif
para pegiat wakaf sesuai kondisi aturan perbankan di Negeri Malaysia. Akan
tetapi rumusan-rumusan peneliti diatas masih berupa konsep besar yang

belum menyentuh pada aspek-aspek regulasi dalam pendirian bank wakaf.

Penelitian ini akan menganalisis peluang menjadikan bank syariah
yang ada saat ini untuk tidak hanya sebagai bank custodian, tetapi menjadikan
dana wakaf sebagai modal disetor pada bank syariah. Analisis akan dilakukan
terhadap regulasi yang berlaku saat ini meliputi permasalahan dan solusinya.
Analisis dilakukan dengan menelaah pandangan- pandangan para pakar yang
terkait dengan perbankan syariah. Hasil analisis ini diharapkan menjadi suatu
yang aplikatif diterapkan pada Bank Syariah di Indonesia dan di seluruh

dunia.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Syariah, maupun hukum positif terhadap

penggunaan Wakaf untuk Modal bank syariah



2. Bagaimana pandangan para ahli terhadap terhadap penggunaan dana
wakaf untuk modal bank syariah.
3. Bagaimana Peluang menggunakan dana wakaf sebagai modal bank

syariah.

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Syariah, maupun hukum
positif terhadap penggunaan Wakaf untuk Modal bank syariah

2. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan para ahli dari kalangan
Akademisi, Praktisi Bank, Praktisi Wakaf dan Praktisi Hukum terhadap
penggunaan dana wakaf untuk modal bank syariah.

3. Untuk menganalisis Bagaimana Peluang menggunakan dana wakaf

sebagai modal bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut, yaitu:

1. Bagi perbankan Syariah, menjadi sumbangan konsep perolehan
sumber modal bank syariah.
2. Bagi Nazhir Wakaf, sebagai sumbangan konsep pengelolaan dana

wakaf.



3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, BWI, hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan dalam membuat regulasi tentang sumber
modal bank syariah.

4. Bagi Akademisi, penelitian ini akan berguna menjadi referensi
tentang kajian wakaf produktif yang digunakan sebagai modal pada
kegiatan usaha, terutama bagi bank syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut, yaitu:

Bab I  Pendahuluan : pada bab ini akan membahas latar belakang
pentingnya penelitian terhadap dana wakaf sebagai sumber
modal bank syariah., Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab Il.  Uraian Teori : pada bab ini akan Membahas teori-toeri terkait
dengan wakaf uang, ketentuan sumber modal bank syariah.

Bab IlIl. Metode Penelitian : pada bab ini diuraikan jenis penelitian,
metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan : pada bab ini akan dibahas
hasil-hasil dari wawancara dan FGD

Bab V. Berisi kesimpulan.



BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Permodalan Bank Syariah

Dari sudut pandang teori, terdapat hubungan antara jumlah modal
bank dengan jumlah aset yang diperkenankan. Ini yang dikenal dengan nama
capital adequacy ratio (CAR). Kecukupan modal menjadi buffer terhadap
besarnya risiko yang akan diambil dari kegiatan usaha (Bunyaminu, 2021).
Itulah sebabnya Capital adequacy ratio ditetapkan oleh bank central suatu
negara, yaitu demi menjaga agar perbankan beroperasi secara sehat. Bank
adalah lembaga kepercayaan, dimana jumlah dana yang dikelola oleh bank
jauh lebih besar dari modal yang dimiliki oleh pemilik bank. Apabila kredit
atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank berkualitas buruk, misalnya
melampau batas toleransi diatas 5%, maka bank perlu memberi perhatian

ekstra terhadap ancaman kerugian yang akan menggerus modal.

Secara alamiah, kegiatan usaha bank yang cenderung meningkat
menuntut bank untuk mengelola risiko dengan cermat (AlKhouri & Arouri,
2019). Teori Capital Buffer menemukan pola hubungan risiko relatif
terhadap persyaratan modal minimum (Marcus 1984; Milne & Whalley,
2002). Teori capital buffer menunjukkan bahwa, bank menanggapi
penyesuaian kebutuhan modal berdasarkan kekuatan capital buffernya. Bank
dengan capital buffer ~ yang sangat besar akan berusaha untuk
mempertahankan cadangan modalnya. Sebaliknya, bank dengan capital
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buffer yang rendah akan berusaha memperkuat basis modal mereka sebagai
reaksi terhadap modal kebutuhan meningkat dari regulator.

Karim dkk. (2014) meneliti hubungan antara kecukupan modal dan
pemberian pinjaman yang terjadi pada bank syariah di 14 negara dari
Organisasi Konferensi Islam (OKI), menyimpulkan bahwa ada hubungan
langsung antara tingkat modal dan besarnya penyaluran pinjaman berisiko.
Bank syariah menunjukkan ciri-ciri dalam membuat investasi yang lebih
berisiko ketika mereka mencatat surplus. Literatur empiris (Bunyaminu,
2021) tentang pengaruh kebutuhan mengungkapkan pandangan bahwa, bank
berinvestasi lebih banyak usaha berisiko ketika kebutuhan modal tinggi,
sehingga berpendapat hubungan langsung antara kebutuhan modal dan risiko
bank. Tingkat modal yang lebih tinggi akan memicu keuntungan yang lebih
tinggi yang akan mendorong manajemen bank untuk mengambil lebih banyak

risiko dengan pengembalian yang lebih tinggi.

Sejalan dengan teori Capital Buffer, Permodalan suatu Bank Umum
yang baru didirikan di indonesia dipersyaratkan minimal sebesar Rp 10
Triliun. Ketentuan ini diatur pada peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021
tentang Bank Umum. Terhadap bank yang existing, masih diberlakukan
secara temporer peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Bank Indonesia No: 11/
1 /PBI/2009 Tentang Bank Umum. Pada peraturan ini disyaratkan
pemenuhan modal minimal adalah Rp 3 Triliun. Jika suatu Bank hanya
memiliki modal 3 triliun, maka bank ini hanya sekedar mampu menghasilkan
laba, tanpa berkemampun berkontribusi pada perekonomian nasional. Karena
itu untuk pendirian Bank baru, OJK mensyaratkan setoran modal minimal Rp
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10 Triliun, agar bank ini mampu berkontribusi terhadap perekonomian

nasional.

Bank perlu memenuhi ketentuan modal minimal Rp 10 Triliun, karena
terkait dengan skala batasan kegiatan usaha yang boleh dilakukan mengikuti
jumlah modal yang dimiliki. Semaki besar modal yang dimiliki bank, maka
semakin besar dan luas jangkauan operasional yang dapat dilakukan. Bank
yang tidak mampu memenuhi modal minimal, diwajibkan oleh OJK untuk

merger atau berubah menjadi bank perkreditan rakyat.

OJK menetapkan pengklasifikasian Bank Umum dengan Kegiatan

Usaha (BUKU), dalam empat klasifikasi.

(1) Bank BUKU 1 adalah Bank dengan modal kurang dari Rp 1 triliun. Bank
ini beroperasi melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, trade
finance, keagenan, sistim pembayaran dan electronic banking,
penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit serta jasa-jasa bank
secara terbatas. Bank Buku 2 adalah bank dengan modal paling kurang
Rp1 triliun dan kurang dari Rp 5 Triliun.

(2) Bank BUKU 2 diperkenankan melakukan seluruh kegiatan bank BUKU-
1 dalam sekala yang lebih luas serta diperkenanankan melakukan
penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia.

(3) Bank BUKU-3 adalah bank dengan modal paling kurang Rp 5 triliun dan
kurang dari Rp 30 Triliun. Bank BUKU-3 lebih luas dari Bank BUKU-
3, yaitu diperkenankan melakukan penyertaan modal pada lembaga

keuangan di regional Asia.
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(4) Bank Buku-4 adalah Bank dengan modal paling kurang Rp 30 triliun.
Bank BUKU-4 diperkenankan melakukan penyertaan modal pada

lembaga keuangan diseluruh wilayah luar negeri.

Berdasarkan pengklasifikasian Bank BUKU-1 sampai BUKU-4 ini,
dapat dipahami bahwa jika bank ingin berkembang dengan sekala yang lebih
luas, maka setoran modal harus senantiasa ditingkatkan. Dengan demikian
sebagai bank dituntut senantiasa meningkatkan setoran modal. Adapun bank
umum syariah di Indonesia, maka keseluruhannya harus bekerja keras
meningkatkan setoran modal.

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penyediaan modal

minimum sebagai berikut :

(1) delapan persen dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk
Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);

(2) sembilan persen sampai dengan kurang dari 10% persen dari ATMR
untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);

(3) sepuluh persen sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus)
dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);

(4) sebelas persen sampai dengan 14% persen dari ATMR untuk Bank
dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum

lebih besar dari modal minimum , dalam hal Otoritas Jasa Keuangan
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menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal
lebih besar.

Sumber dana modal bank syariah diatur pada Peraturan Bank Indonesia
No. 11/3/PBI1/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah,
yaitu:

(1) tidak boleh berasal dari money laundring,
(2) tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam
bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain.

Pihak-pihak yang dapat membeli saham bank syariah menurut pasal 14
UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah adalah: (1) Warga negara
Indonesia, (2) warga negara asing, (3) badan hukum Indonesia, atau (4)
badan hukum asing. Pembelian saham Bank Umum Syariah dapat

dilakukan secara langsung atau melalui bursa efek.

Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat
memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta
memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
Beberapa bentuk badan hukum yang dapat menjadi pendiri Bank adalah :
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseroan Terbatas, Koperasi,
Yayasan, lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri maupun
Perkumpulan. Pihak-pihak yang dibolehkan membeli saham bank syariah

tampak pada gambar-1
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Gambar 1 Pihak-pihak pemegang saham bank Syariah

Nazhir wakaf dapat menjadi pemegang saham bank syariah, karena
kedudukannya adalah sebagai badan hukum. Nazhir wakaf kedudukannya
diatur pada UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Nazhir adalah pihak yang
menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan
sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berupa badan hukum yang
bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan
Islam. Nazhir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Nazhir memperoleh

pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BW1).

Sebagaimana permasalahan bank pada umumnya adalah
kesinambungan peningkatan modal, maka Bank syariah perlu mencari
terobosan sumber dana baru sebagai modal bank syariah. Salah satu sumber
dana yang prospektif adalah dana wakaf yang dikelola nazhir. Pada saat ini
sumber modal bank syariah berasal dari pribadi maupun badan usaha yang

mengharapkan return tinggi. Disamping itu dana masyarakat yang dihimpun
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dalam bentuk tabungan dan deposito pada umumnya mengharapkan bagi
hasil tinggi. Akibatnya bank syariah harus bekerja keras menyalurkan
pembiayaan dengan margin tinggi atau bagi hasil tinggi kepada pihak nasabah
pengguna dana, agar dapat memberikan bagi hasil yang tinggi pula kepada

nasabah deposan.

Bank Syariah menjadi menonjol profit motifnya dan sulit melakukan
fungsi sosial (Hassan & Cebeci, 2012); (Saridona & Cahyandito, 2015)
membantu masyarakat ekonomi lemah dengan cara memberikan pembiayaan
dengan tingkat bagi hasil yang rendah. Karena itu mengganti individu dan
badan hukum dengan nazhir wakaf sebagai pemegang saham bank syariah
akan menjadi solusi menjadikan bank syariah yang lebih memberikan peran

yang besar dalam fungsi-fungsi sosial.

Tingkat bagi hasil/margin  pembiayaan yang dianggap tinggi di
perbankan syariah, menyebabkan keluhan dari para nasabah bank syariah
(Ja’far Nasution, 2015). Karena itu menjadi penting bagi perbankan syariah
untuk menjadikan sumber-sumber dana yang murah agar dapat menyalurkan
pembiayaan dengan dengan bagi hasil/margin yang lebih kompetitif dan

meringankan nasabah.
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B. Wakaf Uang dalam Perspektif Syariah

Terdapat pendapat ulama yang membolehkan wakaf uang maupun yang
tidak membolehkan wakaf uang (Fahruroji, 2019). Pendapat yang
membolehkan dan tidak membolehkan ini terdapat masing-masing
dikalangan Mazhab yang empat. Ulama yang tidak membolehkan memberi
alasan bahwa benda yang tidak dapat dipelihara kekekalannya tidak dapat
menjadi wakaf. Benda yang tidak berkekalan ini contohnya makanan,
minuman, pakaian, termasuk uang. Uang tidak dapat diwakafkan, karena
fungsi uang adalah alat tukar. Ketika berwakaf uang, maka yang dipahami
adalah bahwa uang itu diserahkan secara fisik. Orang yang menerima fisik
uang tidak dapat memproduktifkan fisik uang itu, jika uang itu semata-mata
dipegang fisiknya tanpa dibelanjakan. Apabila dibelanjakan, maka uang itu
menjadi lenyap dan hilang sifatnya sebagai wakaf. Pendapat yang tidak
membolehkan wakaf uang ini masyhur dikalangan mazhab Maliki, Hambali
dan Syafi’i dan sebagian dari kalangan mazhab Hanafi (Mauluddin &
Rahman, 2018).

Pendapat ulama yang membolehkan (Fahruroji, 2019) wakaf uang
mengemukakan alasan, bahwa uang yang diterima sebagai wakaf dapat
dipelihara kekekalan nilainya. Uang dapat dijadikan modal usaha, dimana
hasil usahanya disalurkan kepada mauquf alaihi. Uang juga dapat
dipinjamkan kepada orang lain sementara wakatu untuk menutupi kebutuhan
si peminjam. Jadi daalm hal nilai uang tetap terpelihara dan memiliki manfaat
jangka panjang sebagai sifat dari wakaf. Pendapat yang membolehkan ini

masyhur dikalangan mazhab Hanafi dan dapat diterima oleh sebagaian ulama
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dari kalangan mazhab Syafi’’l, Maliki, dan Hambali. Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah adalah yang dapat menerima kebolehanwakaf uang dari kalangan

mazhab Hambali.

Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham.
Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf jenis ini sudah menjadi kebiasaan yang
baik di masyarakat (urf). Wakaf yang diterima dalam bentuk dinar dan dirham
dapat dikonversi atau istibdal dengan benda-benda tidak bergerak yang
bermanfaat jangka panjang. Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari, murid dari
Zupar dari kalangan Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang, yaitu dengan
cara diinvestasikan dengan akad mudharabah. Keuntungan investasi ini
disalurkan kepada mauquf alaih.(Mauluddin & Rahman, 2018); (Hanna,
2018).

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan
asetnya dari penguasaan wakif, tetapi wakaf tersebut mencegah wakif
melakukan tindakan yang dapat "melepaskan kepemilikannya atas aset
tersebut kepada orang lain. Wakif berkewajiban menyalurkan manfaatnya
kepada mauquf alaihi. Wakif tidak dapat membatakakan wakafnya. Dengan
kata lain wakif selaku pemilik aset menahan benda itu dari penggunaan secara
pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan,
yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sementara benda itu tetap
menjadi milik wakif. Sebagaian dari kalangan Mazhab Maliki membolehkan
wakaf tunai selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan
umat manusia. Pandangan yang Masyhur dari kalangan mazhab Maliki
melarang wakaf dalam bentuk uang, karena uang tidak terpelihara

kekekalannya sebagai wakaf (Mauluddin & Rahman, 2018).
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Imam Syafi'i tidak membolehkan suatu benda wakaf jika tidak bisa
dipertahankan bentuk fisiknya. Jadi benda yang wakaf disyaratkan bisa
dipertahankan bentuk fisiknya. Uang tidak untuk dipertahankan fisiknya
tetapi untuk dipertukarkan dalam jual beli. Meskipun dikalangan ulama
mazhab Syafi’i terdapat pendapat yang membolehkan dan melarang, namun
lebih masyhur pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang. (Mauluddin &
Rahman, 2018). Dalam al-Majmu’ Syara al Muhazzab didapati pendapat
bahwa benda bergerak berupa hewan seperti kuda diperbolehkan
udiwakafkan, karena bermanfaat untuk kendaraan. Namun untuk dinar dan
dirham tidak diperbolehkan dengan alasan harta benda tersebut akan lenyap

dan sulit akan mengekalkan zat fisik benda tersebut

Dalam kitab Mughni oleh 1bn Qudamah menjelaskan Sebagian besar para
ahli figih tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang
akan habis ketika dibelanjakan. Alasan lainnya adalah karena uang tidak
boleh disewakan. Uang bukan komoditi. Demikian juga makanan dan
minuman. Dalam kitab Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al- Minhaj dan dan
Muhammad al-Khatib al- Syarbini dalam kitab Mughni al- Muhtaj ila
Ma’rifah Ma’ani al-Faz al Minhaj memberi kesimpulan tidak sah hukum
wakaf uang dengan alasan pengertian wakaf menahan harta dan dapat
dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap (Mauluddin & Rahman,
2018). Dari kalangan mazhab Imam Syafi’i, Abu sur adalah tokoh yang

membolehkan wakaf uang dinar dan dirham
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Ibnu Taimiyah (31/234-235) dalam kitab al-Fatawa meriwayatkan
pendapat dari kalangan Mazhab Hanafi, tentang kebolehan wakaf bentuk
uang. Demikian pula Ibnu Qudamah (8/229-230) dalam kitab al-Mughni
membolehkan wakaf benda bergerak termasuk uang. Wakaf tunai hukumnya
boleh, sebab tujuan syariat wakaf adalah menahan pokoknya dan
menyalurkan manfaatnya. Wakaf uang melekat pada nilainya, bukan paa
fisiknya. Karena itu fisik uang wakaf dapat dipertukarkan tukar sepanjang
nilainya sama. Harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak dapat
dipertukarkan dengan benda lain sebagai wakaf apabila ada alasan yang kuat
membolehkannya. Misalnya peralatan-peralatan yang mengalami kerusakan,
atau sudah tidak dipakai karena perubahan tekhnology, maka peralatan itu
dapat dijual, dimana hasil penjualannya dibelikan benda lain yang dapat
dimanfaatkan(PAKSI et al., 2018).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan kebolehan wakaf
uang dengan Fatwa tahun 2002. Dalam Fatwa ini ditetapkan bahwa:
a. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai.,
b. Surat-surat berharga termasuk dalam pengertian uang.,
c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan pada bidang-bidang yang sesuai
syar’i.,

d. Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya.

Ulama Indonesia telah mendahului memfatwakan kebolehan wakaf
tunai, berikutnya ulama sedunia telah sepakat kebolehan wakaf uang pada
konferensi ke-15, Majma’ Al-Figh Al-Islami OKI No.140, di Mascot, Oman,
pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/6-11 Maret 2004. Pemerintah
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Indonesia bahkan telah menerbitkan undang-undang yang mengatur
kedudukan wakaf uang pada Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang
Wakaf . Undang-undang ini diberlakukan sejak Oktober 2004 dan saat ini

wakaf uang sudah dipraktekkan oleh sebagaian kecil masyarakat.

C. Wakaf Uang dalam perundang-undangan

Pemerintah terus menerus menyempurnakan regulasi dalam rangka
memberikan landasan hukum dan operasional wakaf uang. Adapun beberapa
peraturan terkait wakaf uang yang menjadi peraturan pelaksanaan dari
undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diantaranya adalah sebagai
berikut:

(1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.
41 Tahun 2004

(2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Pertauran Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

(3) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang.

(4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa
Uang.

(5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
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(6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
(7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi dasar
regulasi yang menegaskan lingkup wakaf tidak lagi terbatas pada wakaf
benda-benda bergerak. Tetapi termasuk wakaf harta benda bergerak, baik
yang berwujud dan tidak berwujud. Pemahaman umat Islam tentang wakaf
yang terpola memposisikan wakaf sebagai ibadah sosial, berubah menjadi
lebih luas menempatkan wakaf sebagai ibadah sosial sekaligus sebagai ibadah
ekonomi. Karena itu, harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya terbatas
pada harta benda tidak bergerak berupa tanah bangunan , tetapi termasuk
harta benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta benda
bergerak berwujud antara lain: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan.
Sedangkan harta benda bergerak tidak berwujud diantaranya: Hak kekayaan
intelektual dan hak sewa. (pasal 16 UU No. 41 tahun 2004).

Undang-undang wakaf secara spesifik menetapkan peruntukan harta
wakaf meliputi peruntukan kemajuan ekonomi umat dana/atau kesejahteraan
umum. Undang-undang no. 41 menempatkan pengaturan wakaf uang pada
Bab Il bagian kesepuluh dengan judul “Wakaf Benda Bergerak Berupa
Uang”. Undang-undang ini mengatur legalitas penyerahan wakaf uang dalam
bentuk pernyataan kehendak wakif secara tertulis. Penyerahan wakaf uang
disampaikan melalui lembaga keuangan syariah (LKS). LKS menerbitkan

sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan wakaf uang. LKS atas nama
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Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada menteri selambatnya 7 hari
setelah penerimanaan wakaf uang. Lembaga keuangan syariah ditunjuk oleh
Menteri (pasal 28 sampai 30 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU

No. 41 Tahun 2004 merinci “Benda Bergerak Berupa Uang” dalam 6 pasal,

yaitu pasal 22 sampai pasal 27 dan pasal 43. Pengaturan penting pada pasal-

pasal ini antara lain:

(1) wakaf uang harus dalam mata uang rupiah.

(2) Wakif diwajibkan hadir ke LKS mengisi akta ikrar wakaf, atau mengisi
akta Ikrar wakaf dihadapan Pejabat Penerima Pernyataan Akta lkrar
Wakaf.

(3) LKS menyampaikan laporan penerbitan sertifikat wakaf uang kepada
menteri selambatnya 7 hari setelah penerbitan sertifikat wakaf.

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang menegaskan wakaf uang adalah : “perbuatan hukum
Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah”. Peraturan ini memperkenalkan Lembaga Keuangan
Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang penunjukkannya oleh
Menteri Agama. Pejabat LKS-PWU berwenang menerbitkan Akta Ikrar
Wakaf. LKS-PWU berkewajiban menerbitkan sertifikat wakaf uang dan dan
mendaftarkan wakaf uang melalui kantor kementerian agama setempat
selambatnya 7 hari setelah diterbitkan sertifikat wakaf uang (SWU). LKS-
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PWU juga berkewajiban menyampaikan laporan keuangan wakaf uang
kepada Menteri dengan tembusan kepada BWI. Selain itu LKS-PWU
berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang kepada BWI
dalam setiap 6 bulan dengan tembusan kepada drektur jenderal kementerian
agama.

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang mengatur lebih
tekhnis tentang wakaf uang, antara lain: Wakaf uang dapat diakukan untuk
waktu sementara maupun untuk waktu selamanya. Untuk memperoleh
sertifikat wakaf uang minimal setoran wakaf uang adalah Rp 1 juta. Wakaf
uang untuk jangka waktu tertentu ditetapkan paling kurang selama 5 tahun
dengan nilai nominal minimal Rp 10 juta. Apabila wakif bermaksud
menetapkan pihak-pihak yang ditunjuknya menjadi mauquf alihi, maka
wakaf uang yang disetoran minimal Rp 1 milyar. Setoran wakaf uang hanya

boleh disetorkan k